
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

 

PERATURANBUPATIBULUKUBA 

   NOMOR  40 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 18 TAHUN 

2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN 

NASIONAL PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULUKUMBA, 

 

Menimbang 

 

 

 

: a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa 

Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah, maka perlu merubah Peraturan 

Bupati Bulukumba Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2016;  

b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka 

perlu menetapkan Peraturan Bupati; 
 

 

Mengingat : 1. Undang–UndangNomor 29 Tahun 1959 

tentangPembentukan Daerah Tingkat II di 

Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004 

tentangSistemJaminanSosialNasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



 
 
 
 
 
 

4456);  

3. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan 

(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 

114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063);  

4. Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011 

tentangBadanPenyelenggaraJaminanSosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5256); 

5. Undang–UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang–UndangNomor9Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015Nomor58, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor5679); 

6. PeraturanPresidenNomor 12 tahun 2013 

tentangJaminanKesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPresidenNomor 

111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 255); 

7. PeraturanPresidenNomor 32 Tahun 2014 

tentangPengelolaandanPemanfaatan Dana 

KapitasiJaminanKesehatanNasionalPadaFasilitasKesehata

n Tingkat PertamaMilikPemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);  

8. PeraturanMenteriKesehatanNomor 69 Tahun 2013 

tentangStandarTarifPelayananKesehatanPadaFasilitasKese

hatan Tingkat PertamadanFasilitasKesehatan Tingkat 

LanjutanDalamPenyelenggaraan Program 

JaminanKesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1392);  

9. PeraturanMenteriKesehatanNomor 71 Tahun 2013 

tentangPelayananKesehatanPadaJaminanKesehatanNasio



 
 
 
 
 
 

nal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1400); 

10. PeraturanMenteriKesehatanNomor 21 Tahun 2016 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 

Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 18 TAHUN 

2016 TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN 

KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS PELAYANAN 

TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 

2016. 

 
 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada 

Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 

(Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 18) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 di ubah, sehingga keseluruhan berbunyi: 

 

Pasal 4 
 

(1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) ditetapkan 

sebesar 40% (empat puluh persen) terdiri dari: 

a. biaya obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai sebesar 5% 

(lima persen); dan 

b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 35% (tiga 

puluh lima persen). 

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi: 

a. Belanja barang operasional terdiri dari: 

1. pelayanan kesehatan dalam gedung; 

2. pelayanan kesehatan luar gedung; 



 
 
 
 
 
 

3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling; 

4. bahan cetak baku alat tulis kantor; 

5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 

6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; 

7. pemeliharaan sarana dan prasarana. 

b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan 

barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD dinas kesehatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud ada ayat (3) harus mempertimbangkan 

ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. 

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada 

formularium nasional. 

(6) Dalam halo bat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak 

tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal 

terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala 

Dinas Kesehatan. 

(7) Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis 

habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan 

perundang-undangan. 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Mei 2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bulukumba. 

 

Ditetapkan di Bulukumba 

Padatanggal 13 Juli 2016 

BUPATI BULUKUMBA, 

 

 

A. M. SUKRI  A. SAPPEWALI 

 



 
 
 
 
 
 

Diundangkan di Bulukumba 

Padatanggal 13 Juli 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

 

A. B. AMAL 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 40 

 

 


